SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin
serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas
dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil
Negara dilingkungan Pemerintah  Kabupaten
Balangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan tambahan
penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara
yang diberikan tugas tambahan pada jabatan
tertentu di lingkungan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor
9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
22,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambaha Lembaran Negara Republik Indnesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun
2011 tentang Pedoman  Penataan  Sistem
Tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus,
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6352);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 9 TAHUN
2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(D

2)

3)

“4)

&)

Pasal 25

Kepala BKPPD melalui pejabat yang membidangi wajib menyam-
paikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala
SKPD paling lambat pada tanggal 12 (duabelas) awal bulan
berikutnya.

Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada
Kepala Badan Keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada
setiap lembar dokumen.

Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi kepala
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan
pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya.

Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh (100 %)
baik kehadiran atau pun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan
tanpa adanya pengurangan dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

2. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Ketentuan Pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat diatur sebagai

berikut

a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas
(P1t) atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP
pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen)
dari TPP Perkelas jabatan pada Plt atau Penjabat yang
dipangku.



b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas
(Plt) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas
jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana
tugas (Plt) atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam
sebulan.

3. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 36

Kepala SKPD dilarang memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan,
insentif atau sebutan lainnya yang berlaku di SKPD, diluar TPP ASN
Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini, kecuali pemberian
insentif yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
khusus mengaturnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
—pada tanggal 13 Juli 2020

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

EPALA BAGIAN HUKUM

oz IVAN SETIADY, SH
NIP. 19780020 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 57



